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b

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan

pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan

wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ljin Pendirian Sekolah

Dasar lslam Terpadu Bumi Putera yang berlokasi di Kp Sindang Baru

Rt. 02/04 Desa Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana drmaksud dalam huruf

a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Bogor tentang ljin Pendirian Sekolah Dasar lsiam Terpadu Bumi Putera

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun '1950 Nomor B );

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional ( Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2003 Nomor 78.

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3390 );

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Cengan Undang-

Unoang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran l''Jegara Republik lndonesia

Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tanrbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4430);
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Peraturan Pemerrntah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan

Negara Republik Indonesia Nomor 34'12) sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagran

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pr"ovinsi

dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4737 
)',

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar

( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4863 )

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2010 Nomor 23)

Peraturan lvlenteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik

lndonesia Nomor 36 Tahun 20'14, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang

Susunan dan kedudukan Organisai Perangkat Daerah ( Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 1 Tahun 2008, tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Drnas Pendidikan Kabupaten

Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor '11 
);

Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/1BB/Kpts/HUKi2005 tanggal 30 [/ei

2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasr

Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Watib

Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di

Kabupaten Bogor

Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara

Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan lzin

Sekolah

lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan

Pemberantasan Buta Aksara;

Surat Rekomendasi dari Kecamatan Pamijahan Nomor

421/09/KESRA/V|lli20 1 4 tanggal 26 Agustus 20'14

Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan

DIKMEN XVII Kecamatan Pamijahan Nomor '. 421l)BBllPT tanggal 0B

September 20'14

Surat Keterangan dari Kepala Desa Ciasmara Nomor . 146l23lVllll2014

tanggal 25 September 2014

Surat Rekomendasr dari SDN Ciasmara 0'1 Kecamatan Pamijahan Nomor :

421.2105415D-03/Vlll/2014 tanggal 0'1 September 2014

Surat Persetujuan Warga/lzin Tetangga RT. 02104 Desa Ciasmara

Kecamatan Pamijahan
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan

Alamat
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Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT

Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XVll Kecamatan Pamijahan

MEMUTUSKAN

YAYASAN BUMI PUTERA SEJAHTERA

Kp Sindang Baru Rt 02104 Desa Ciasmara

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

Untuk N/endirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama

Alamat

Mulai Tahun Ajaran

: SD ISLAM TERPADU BUMI PUTERA

: Kp. Sindang Baru Rt 02104 Desa Ciasmara

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

2014t2015

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku

sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasl) seiiap awal tahun

pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan

pendidikan harus .

a, menlamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi

peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,

peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan daniatau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan

atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional

Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki

potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi

puncak di bidang ilrnu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada

tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi. nasional

dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada

satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. menjamin jumlah dan kualjfikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuar

dengan Standar Nasronal Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendirr

atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan

peraturaniperundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak

digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud

pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan

lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian

baru;
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Daiam hai petai<sanaan regiatan oendicikan ternyata iimbui kerlgian ternadap

pihak lain, alar peseria didik yanE mengakibatkan tei'hentinya kegiatan

pendrdikan, m?ka seEala resiko yang timbul sepenuhnya meniaci tanggung

iawa; pihai< pemegang iiin dan kepulusan lni dapat dibataikan ianlatau baiai

ierni huk,rm,

Segala penyim,pairgan dan atau keiaiaran atas diftum kedua, ketiga clan

keempat kepui,lsan ini baik sengala ma.rpun tidak sengaja sehingga merugikan

kev,ribawaan Pemeriniah Kabupaten Bogor, maka kepuiusan rni batai Oemi

hukum

Segala biaya ;rang timbui akibat dikeluai'kannya Keputusan ini, meniadr bebair

dan tanggungja'wab oihak penyelenggara satuan pendidikan;

Keputusan lni rnuiai berlaKu pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di , Cibinorg

?aCalanggal . ,/St *-tt --asIV

Tembusan:
'1 Yth. Direktrrr Jendeial Pendrdikan Dasar Kemendikbud Republik lndonesia,

2. '/th Gubernur Jawa Barat;

3. Yth. Bupati Bogor melali;i Sekretaris Daerah Kab,upaten Bogcr,

4, Yth Ketua Dewan Penvakilan F,akyat Daerah Kab,Bogor;

5" Yth. Kepala Dinas Pendidikan Prcvinsi Jawa Bai'at;

6 Yth Camat Pamijahan

7. Yth Kepala UPT Penoidikan PAUD,TK DiKDAS DAN DiKMEI''i XVil Kecamatan Pamijahan

I Yth Desa Ciasmara Kecamatan Pamilahan
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